
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

Nomor  2 Tahun 2007 Seri  C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR   3  TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, 
terciptanya  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  mengkonsumsi 
daging  hewan serta  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah 
(PAD)  perlu  memfungsikan  kembali  Rumah  Potong  Hewan  milik 
Pemerintah Kota Tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf  a  di  atas,  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1967  Nomor  10,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2842);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3209);

3. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1993  tentang  Pembentukan 
Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Tangerang  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1993  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  246,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan 
Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1997 Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3699);

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010);

7. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2005  Nomor  108,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1983  tentang  Kesehatan 
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  36,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12.Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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13.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri  Sipil  (PPNS)  (Lembaran  daerah  Kota  Tangerang  Nomor 
Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tangerang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tangerang.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

7. Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  retribusi  atas  jasa  pelayanan  yang 
disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  menganut  prinsip 
komersial.

8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah 
potong hewan termasuk tempat pemakaian kandang istirahat.

9. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.

10.Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang 
memanfaatkan/menggunakan  jasa  pelayanan  Rumah  Potong 
Hewan.

11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu  bagi  wajib  retribusi  untuk  memanfaatkan  fasilitas  rumah 
pemotongan hewan.

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang.

13.Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah 
untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan/atau  sanksi  administrasi 
berupa bunga dan atau denda.
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14.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu 
bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat 
memotong  hewan  selain  unggas  bagi  konsumsi  masyarakat  luas 
yang dikelola/milik Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan  nama  Retribusi  Rumah  Potong  Hewan  dipungut  retribusi 
kepada  setiap  orang  pribadi  atau  Badan  Hukum yang  menggunakan 
fasilitas Rumah Potong Hewan dan/atau kandang istirahat. 

Pasal 3

Obyek  retribusi  adalah  penyediaan  fasilitas  rumah  potong  hewan 
dan/atau kandang istirahat.

Pasal 4

Subyek retribusi  adalah setiap orang pribadi  atau badan hukum yang 
menggunakan jasa pelayanan rumah potong hewan dan/atau kandang 
istirahat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi  Rumah  Potong  Hewan  termasuk  golongan  retribusi  jasa 
usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat  penggunaan  jasa  retribusi  rumah  potong  hewan  diukur 
berdasarkan jenis pelayanan dan hewan yang dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip  penetapan  tarif  retribusi  dan  kandang  istirahat  berdasarkan 
tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  layak  sebagai  pengganti 
biaya  administrasi,  biaya  pembangunan,  perawatan  rumah  potong 
hewan dan kebersihan pelayanan pemotongan hewan.
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